PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 25/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/1/2018 TENTANG PERUBAHAN
ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 13/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/I1/2018
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
(PPDP) DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BALI TAHUN 2018 DI KABUPATEN KARANGASEM

ABSTRAK : bahwa berdasarkan penggantian dari Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih (PPDP) di Tingkat Desa/Kelurahan, sehingga
perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Keputusan Komisi
Pemilihan Umum  Kabupaten  Karangasem  tentang
Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali
Tahun 2018 di Kabupaten Karangasem, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Karangasem menerbitkan Surat Keputusan
tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 13/HK 03.1-
Kpt/5107/KPU.Kab/1/2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem ini adalah : Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234; Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang



Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 27); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 819);



CATATAN :

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 25/HK
03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/1/2018 diatur tentang
Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali
Tahun 2018 di Kabupaten Karangasem.

Keputusan KPU Kabupaten Karangasem ini berlaku sejak
ditetapkan tanggal 30 Januari 2018.

Lampiran 5 lembar



